BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat
menarik beberapa kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak
pidana pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal melalui media
sosial, sebagai berikut :

1) Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang
menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di
muka umum. Pengaturan timdak pidana pencemaran nama baik diatur
dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2) Perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang yang telah meninggal
penting untuk dilindungi dari tindakan pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh orang lain, dengan tujuan untuk melindungi kehormatan
dan nama baik keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris dari orang yang
telah meninggal. Perlindungan kehormatan dan nama baik bagi seseorang
yang telah meninggal diatur dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta

Pasal 321 ayat (3) KUHP

3) Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

pecemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui
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media sosial di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Transaksi Informasi dan Elektronik tidak mengatur secara khusus, akan
tetapi pertanggungjawaban pidana ini bisa dipidana dengan menggunakan
pasal 27 ayat (3) UU ITE .Karena di dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Transaksi Informasi dan Elektronik. sudah di jelaskan bahwa “Ketentuan
pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau
fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.
Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Transaksi Informasi dan Elektronik secara tidak langsung mengikuti

pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-V1/2008.

4) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik orang
yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana menggunakan
pasal 45 ayat (3) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan

Elektronik yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah)™.
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5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah

meninggal melalui media sosial, penulis memberikan bebrapa saran terhadap
masyarakat, yaitu

1) Melakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3)
mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, agar tidak mengatur
tindak pidana penghinaan secara umum saja, sehingga tidak terjadi
kekosongan hukum bilamana terjadi kasus tindak pidana pencemaran
nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalu media sosial.

2) Bilamana terjadi suatu tindak pidana pencemaran nama baik terhadap
orang yang sudah meninggal melalui media sosial silahakan di laporkan
kepada pihak berwajib, karena tindak pidana pencemaran nama baik
terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial sudah aturan

yang mengakomodir tindak pidana tersebut.
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